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TENTANG
PENETAPAN HARI LAHIR

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM,

HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,

HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang

a.

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P
Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara
dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih
Periode Tahun 2024-2029, telah dilantiknya Menteri
Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia,
Imigrasi, dan Pemasyarakatan pada tanggal 21 Oktober
2024;

bahwa dengan dilantiknya Menteri Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan, maka Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan terbentuk sebagai entitas kelembagaan
yang baru yang strategis dalam penyelenggaraan
Pemerintah;

bahwa pembentukan Kementerian Koordinator Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan merupakan tonggak sejarah penting
dalam memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi
kebijakan pemerintah di bidang hukum, hak asasi
manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan yang
sebelumnya berada dalam lingkup Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat
kebersamaan, memperkuat identitas kelembagaan, serta
memupuk rasa bangga dan dedikasi seluruh jajaran



Mengingat

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dipandang
perlu untuk menetapkan suatu hari sebagai Hari Lahir
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan tentang Penetapan Hari Lahir
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet
Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);

Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 338);
Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang
Pembentukan Kementerian Negara dan pengangkatan
Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun
2024-2029;

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1
Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 846);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
TENTANG PENETAPAN HARI LAHIR KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN.

Menetapkan tanggal 21 Oktober setiap tahunnya sebagai
Hari lahir Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Hari lahir Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagaimana
dimaksud pada diktum kesatu selanjutnya disebut Hari
Bakti Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi
Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2025

MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM,
HAK ASAST MANUSIA, IMIGRASI, DAN
PEMASYARAKATAN,
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